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 P  U  T  U  S  A   N

Nomor :   485 K/Pdt .Sus /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  perda ta  khusus  Badan  Penye lesa ian  

Sengketa  Konsumen dalam  t i ngka t  kasas i  te l ah  mengambi l  

putusan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

I r .  MUH.  NATSIR  DACONG,  M.S i ,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Makassar ,  Ja l an  A.P .  Pet t a r a n i  

B lok  E  No.  20  /  3  Rt  /  Rw.  001  /  005 ,  

sebaga i  Pemohon  Kasas i  dahu lu  Ter mohon 

Kebera tan  ;

m e l  a w a n  :

PT.  BI I  F INANCE  CENTRE,  berkedudukan  di  

Makassar ,  Gedung  BI I  Lanta i  4  Ja lan  

Kajoa la l i d o  No.  6,  sebaga i  Termohon  Kasas i  

dahu lu  Pemohon Kebera tan  ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  Pemohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  Ter mohon  Kebera tan  

te l ah  mengajukan  permohonan  kebera tan  te rhadap  putusan  

Badan  Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen d i  muka  pers i dangan  

Pengad i l an  Neger i  Makassar  pada  pokoknya  atas  dal i l - da l i l  

sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  dengan  Putusan  Badan  Penye lesa ian  Sengketa  

Konsumen  (BPSK)  Makassar  No.  02/Abr t /BPSK/XI I / 2 010  

te r t angga l  12 Desember  2010,  te lah  dipu tuskan  dalam perkara  

anta ra  PEMOHON/PELAWAN  sebaga i  Pelaku  Usaha  melawan  

TERMOHON/TERLAWAN sebaga i  Konsumen  yang  te lah  memutuskan  

anta ra  la i n  sebaga i  ber i ku t  :

Mengabulkan  sebag ian  permohonan  Konsumen  berupa  

pengembal i an  uang  muka  yakn i  Rp.  93.268 .000 , -  (sembi l an  

puluh  t i ga  ju ta  dua  ra tus  enam  puluh  delapan  r ibu  
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rup iah ) .

Menolak  gugatan  se leb ihnya .

Mewaj ibkan  Pelaku  Usaha  membayar  b iaya  perkara  sebesar  Rp.  

200.000 , -  (dua  ra tus  r i bu  rup iah ) .

Bahwa  PEMOHON/PELAWAN masih  da lam  tenggang  waktu  yang  

di ten tukan  dalam Pasa l  56 ayat  2 Undang- Undang No.  8 Tahun  

1999  ten tang  Per l i ndungan  Konsumen,  untuk  mengajukan  

kebera tan  atas  Putusan  Badan Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen 

(BPSK)  Makassar  No.  02/Abr t /BPSK/XI I / 2 010  te r t angga l  12  

Desember  2010,  dengan  in i  PEMOHON/PELAWAN menyampaikan  hal -

ha l  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  Sdr .  I r .  Muh.  Nats i r  Dacong,  Msl  atau  

TERMOHON/TERLAWAN ada lah  Konsumen  dar i  PEMOHON/PELAWAN 

berdasarkan  Kesepakatan  Bersama  Pembiayaan  Dengan  

Penyerahan  Hak  Mi l i k  Secara  Fidus ia  No.  56101090388,  

tangga l  26  Agustus  2009  ( " Kesepakatan  Bersama Pembiayaan" )  

atas  fas i l i t a s  pembiayaan  untuk  uni t  kendaraan  roda  4 

(empat )  dengan spes i f i k a s i  :

Merek/ t ype :  Honda Al l  New Civ i c  1 8 A/T.

Tahun :  2009.

Warna :  Put ih .

Nomor Mesin  :  R18A16906349.

Nomor Rangka :  MRHFD16409P910455.

Nomor Pol i s i :  DD 9 NS.

Bahwa  dalam  Kesepakatan  Bersama  Pembiayaan  (Buk t i  P- 1)  

te rsebu t ,  to ta l  n i l a i  hutang  atau  fas i l i t a s  pembiayaan  yang  

di te r ima  TERMOHON /  TERLAWAN kepada  PEMOHON /  PELAWAN 

ada lah  sebesar  Rp.324 .396 .000 , -  ( t i ga  ra tus  dua pu luh  empat  

ju ta  t i ga  ra tus  sembi lan  pu luh  enam r i bu  rup iah ) .  Dimana 

atas  ni l a i  hutang  te rsebu t  WAJIB  dan  HARUS dibayarkan  

kembal i  atau  di l unas i  o leh  TERMOHON/TERLAWAN  kepada  

PEMOHON/PELAWAN secara  mengangsur  dengan  besarnya  angsuran  

per  bu lan  sebesar  Rp.  9.011 .000 , -  (sembi l an  ju ta  sebe las  

r i bu  rup iah )  untuk  jangka  waktu  pembiayaan  ( tenor )  se lama  

35  ( t i ga  pu luh  l ima)  bu lan .  Bahwa  perh i t ungan  te rsebu t  

berdasarkan  Sura t  Perse tu j uan  Pembiayaan  te r t angga l  26  
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Agustus  2009 (Buk t i  P- 2) .

Bahwa  se jak  pembayaran  angsuran  ke- 2  (ke  dua) ,  

TERMOHON /  TERLAWAN mula i  menunggak  pembayaran  angsurannya .  

Dimana  TERMOHON /  TERLAWAN ser i ng  ka l i  membayar  1  (sa tu )  

angsuran  sete lah  menunggak  2 (dua)  atau  3 ( t i ga )  angsuran .  

Dan  pada  akh i rnya ,  TERMOHON /  TERLAWAN menunggak  untuk  

beberapa  ka l i  tahapan  angsuran  ya i t u  angsuran  ke- 7  (ke  

tu j uh )  sampai  dengan  angsuran  ke- 17  (ke  tu juh  be las ) .  

Berdasarkan  his to r y  pembayaran  angsuran  TERMOHON /  TERLAWAN 

te r t angga l  11- 01- 2011 (Buk t i  P- 3) .

Bahwa  atas  tunggakan  pembayaran  angsuran  te rsebu t ,  

PEMOHON /  PELAWAN dengan  dasar  i t i k ad  baik  sebaga i  

Kred i t u r ,  te l ah  berka l i - ka l i  menghubung i  dan  meminta  

TERMOHON /  TERLAWAN baik  mela lu i  te lpon  ataupun  kun jungan  

langsung  ke  ked iaman  TERMOHON /  TERLAWAN, untuk  mememinta  

TERMOHON /  TERLAWAN melakukan  pembayaran  atas  tunggakan  

angsurannya .

Hal  te rsebu t  kami  lakukan  dengan  i t i k ad  baik  se laku  

Kred i t u r ,  agar  TERMOHON /  TERLAWAN te rh i nda r  dar i  semakin  

besarnya  perh i t ungan  denda  kete r l ambatan  pembayaran  

angsuran - angsurannya  ser ta  agar  TERMOHON /  TERLAWAN t i dak  

melakukan  kete r l ambatan  atas  pembayaran  angsuran- angsuran  

ber i ku tnya .

Namun TERMOHON /  TERLAWAN, dengan  berbaga i  a lasannya ,  te tap  

bers i ke ras  dan  t i dak  ber i t i k ad  baik  untuk  menyelesa i kan  

tunggakan  pembayaran  angsurannya  kepada  kami .

Bahwa atas  hutang  atau  fas i l i t a s  pembiayaan  TERMOHON /  

TERLAWAN  te rsebu t ,  berdasarkan  Kesepakatan  Bersama 

Pembiayaan  dimaksud  di  atas ,  PEMOHON /  PELAWAN te lah  

melaksanakan  hak  dan  kewaj i ban  se laku  Kred i t u r  sesua i  

dengan  Undang- Undang  No.  42  Tahun  1999  mengenai  Jaminan  

Fidus ia ,  dengan  te lah  melakukan  pembuatan  Akta  Jaminan  

Fidus ia  (Buk t i  P- 9)  dan  mengurus  Ser t i f i k a t  Jaminan  

Fidus ia .  (Buk t i  P- 10)

Bahwa  TERMOHON /  TERLAWAN  te lah  membuat  Sura t  

Pernya taan  kepada  PEMOHON /  PELAWAN te r t angga l  17  Jun i  
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2010,  yang  menyatakan  bahwa  apab i l a  TERMOHON /  TERLAWAN 

t i dak  melakukan  penye lesa ian  atas  tunggakan  angsuran-

angsurannya  pada  tangga l  23  Jun i  2010,  maka  TERMOHON /  

TERLAWAN akan  menyerahkan  Uni t  Kendaraan  secara  sukare la  

kepada  PEMOHON /  PELAWAN. (Buk t i  P- 13)

Bahwa  berdasarkan  hak  se laku  Kred i t u r  berdasarkan ;  

( i ) .  h is to r i  pembayarannya ,  ( i i ) .  Kesepakatan  Bersama 

Pembiayaan  ( i i i ) .  Akta  dan  Ser t i f i k a t  Jaminan  Fidus ia  

ser ta ,  ( i v ) .  Sura t  Pernya taan  dar i  TERMOHON /  TERLAWAN 

te rsebu t ,  maka  kami  berhak  dan  dapat  melakukan  hak  

PEMOHON  /  PELAWAN  se laku  Kred i t u r  untuk  melakukan  

penguasaan  kembal i  ( " repossessed " )  atas  uni t  kendaraan  

dar i  yang  bersangku tan .

Bahwa atas  di l akukannya  penar i kan  kembal i  ( repossed)  

atas  uni t  kendaraan  te rsebu t ,  maka PEMOHON /  PELAWAN masih  

member ikan  waktu  dan  kesempatan  bag i  TERMOHON /  TERLAWAN 

untuk  melakukan  pelunasan  atas  se lu ruh  to ta l  perh i t ungan  

hutang  atau  fas i l i t a s  pembiayaannya  sebesar  

Rp.324.396 .000 , -  ( t i ga  ra tus  dua  puluh  empat  ju ta  t i ga  

ra tus  sembi lan  puluh  enam r i bu  rup iah )  sesua i  dengan  yang  

te l ah  disepaka t i  dan  di te t apkan  dalam  Kesepakatan  Bersama 

Pembiayaan  d imaksud  di  atas ,  dengan  mengi r imkan  Sura t  

Penye lesa ian  Hutang  (Buk t i  P- 12) .  Dan  apab i l a  pe lunasan  

te rsebu t  te lah  di l akukan  oleh  TERMOHON /  TERLAWAN maka uni t  

kendaraan  te rsebu t  dapat  d ibawa  oleh  TERMOHON /  TERLAWAN 

kembal i .

Bahwa  pada  tangga l  26  Oktober  2010,  TERMOHON /  

TERLAWAN te lah  mengajukan  tun tu tan  ke  Badan  Penye lesa ian  

Sengketa  Konsumen (BPSK)  kota  Makassar ,  berdasarkan  Sura t  

Panggi l an  te r t angga l  2 Nopember  2010.

Bahwa  dalam  tun tu tannya ,  TERMOHON /  TERLAWAN mengajukan  

tun tu tan  untuk  melakukan  penebusan  uni t  kendaraan  te rsebu t  

sesua i  dengan  cara  yang  di i ng i nkannya  send i r i ,  ya i t u  hanya  

dengan membayar  tunggakan  angsuran- angsuran  yang  ada sa ja .

Bahwa  tun tu tan  te rsebu t  sangat  merug ikan  PEMOHON /  

PELAWAN sebaga i  badan  usaha  yang  bergerak  d i  b idang  
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pembiayaan  konsumen  dan  yang  te l ah  memenuhi  kewaj i bannya  

dan  haknya  sesua i  dengan  prosedur  yang  ber l aku ,  dengan  

membuat  Akta  Jaminan  Fidus ia  No.  259  tangga l  18- 06- 2010  

dibua t  o leh  Notar i s  Syahr i r  Madeal i ,  SH (Buk t i  P- 9)  ser ta  

melakukan  pendaf ta ran  jaminan  f i dus i a  dengan  Ser t i f i k a t  

Jaminan  Fidus ia  No.  W15512 HT.04.06 .TH.2010 /STD te r t angga l  

22 Jun i  2010.  (Buk t i  P- 10)

Bahwa da lam menanggap i  tun tu tan  TERMOHON /  TERLAWAN mela lu i  

Badan  Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen  Kota  Makassar  

te rsebu t ,  PEMOHON /  PELAWAN te lah  menyerahkan  kepada  

Maje l i s  Badan  Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen Kota  Makassar  

berupa  dokumen- dokumen dan bukt i - bukt i  yang  mempertegas  hak  

PEMOHON /  PELAWAN se laku  Kred i t u r .  Ser ta  bukt i - bukt i  bahwa 

TERMOHON /  TERLAWAN te lah  melakukan  ke la l a i an  (wanpres tas i )  

atas  kewaj i bannya  se laku  Konsumen  da lam  melakukan  

pembayaran  angsuran  berdasarkan  Kesepakatan  Bersama 

Pembiayaan  di  maksud di  atas .

Bahwa  Maje l i s  Badan  Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen 

Kota  Makassar  te rnya ta  te lah  sa lah  menerapkan  hukum dengan  

hanya  memper t imbangkan  keten tuan  dalam Undang- Undang  No.  8 

Tahun  1999  ten tang  Per l i ndungan  Konsumen  sa ja ,  tanpa  

memper t imbangkan  keten tuan  dasar  hukum  perda ta  mengenai  

per j an j i a n  sesua i  Pasa l  1338  Ki tab  Undang- Undang  Hukum 

Perda ta  yang  menyatakan  ;  " Set i a p  per j a n j i a n  yang  d ibua t  

seca ra  sah  ber l a k u  sebaga i  undang - undang  bag i  mereka  

yang  membuatnya "  dan  keten tuan  dalam Undang- Undang  No.  42 

Tahun  1999  ten tang  Jaminan  Fidus ia ,  dan  juga  te l ah  sa lah  

dalam  memper t imbangkan  bukt i - bukt i  yang  dia jukan  oleh  

PEMOHON /  PELAWAN sebaga i  bukt i - bukt i  dar i  TERMOHON /  

TERLAWAN,  seh ingga  Maje l i s  Badan  Penye lesa ian  Sengketa  

Konsumen  Kota  Makassar  membuat  putusan  yang  sangat  

merug ikan  PEMOHON  /  PELAWAN  se laku  Kred i t u r  da lam 

Kesepakatan  Bersama Pembiayaan  dimaksud  di  atas  dan  se laku  

Pelaku  Usaha.

Berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  dengan  in i  

PEMOHON /  PELAWAN mengajukan  bantahan- bantahan  te rhadap  

Hal .  5 dar i  13 hal .  Put .  No.  485 
K/Pdt .Sus /2011
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dal i l - da l i l  TERMOHON /  TERLAWAN,  semula  sebaga i  Konsumen 

Penggugat  da lam gugatannya  pada Badan Penye lesa ian  Sengketa  

Konsumen  kota  Makassar  dimaksud  di  atas ,  ser ta  atas  

per t imbangan- per t imbangan  Maje l i s  Badan  Penye lesa ian  

Sengketa  Konsumen Kota  Makassar  da lam Putusan  BPSK dimaksud  

di  atas ,  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  adalah  t i dak  benar  TERMOHON /  TERLAWAN te lah  

ber i t i k ad  baik  untuk  melaksanakan  kewaj i bannya  se laku  

Konsumen  dalam  Kesepakatan  Bersama  Pembiayaan  dimaksud  

di  atas .

Bahwa fak ta  sebenarnya  adalah  TERMOHON /  TERLAWAN dengan  

t i dak  ber i t i k a d  baik  te lah  melakukan  ke la l a i an  dalam 

melaksanakan  kewaj i bannya  se laku  Konsumen  dalam 

Kesepakatan  Bersama  Pembiayaan  dimaksud  di  atas .  Hal  

te rsebu t  dapat  d ibuk t i k an  dengan  adanya  tunggakan-

tunggakan  pembayaran  angsuran  TERMOHON /  TERLAWAN sesua i  

dengan  dokumen his to r i  pembayaran  TERMOHON /  TERLAWAN. 

(Buk t i  P- 3)

Bahwa  TERMOHON /  TERLAWAN melakukan  pembayaran  tunggakan  

angsurannya  sa ja  sebesar  Rp.  54.000 .000 , -  ( l ima  puluh  

ju ta  rup iah )  sete lah  proses  penguasaan  kembal i  un i t  

kendaraan  d i l akukan  oleh  PEMOHON /  PELAWAN,  dimana  

sete lah  PEMOHON /  PELAWAN dengan  ber i t i k ad  baik  meminta  

TERMOHON /  TERLAWAN untuk  melunas i  perh i t ungan  kewaj i ban  

hutangnya  kepada  PEMOHON  /  PELAWAN  berdasarkan  

Kesepakatan  Bersama Pembiayaan  dimaksud  di  atas .

Bahwa fak ta  sebenarnya  adalah  PEMOHON /  PELAWAN te lah  

member ikan  kesempatan  kepada  TERMOHON /  TERLAWAN untuk  

memi l i k i  kembal i  Uni t  Kendaraan  te rsebu t  dengan  melunas i  

se lu ruh  perh i t ungan  hutangnya  berdasarkan  Kesepakatan  

Bersama  Pembiayaan  dimaksud  di  atas  dengan  mengi r imkan  

beberapa  Sura t  Penye lesa ian  Hutang  (Buk t i  P- 12) .

Bahwa  PEMOHON /  PELAWAN ada lah  Kred i t u r  yang  berhak  

melakukan  proses  penguasaan  kembal i  atas  uni t  kendaraan  

dar i  TERMOHON /  TERLAWAN,  sete lah  TERMOHON /  TERLAWAN 

melakukan  ke la l a i an  atas  kewaj i bannya  melakukan  

Disclaimer
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pembayaran  angsurannya .  Bahwa  hak  PEMOHON /  PELAWAN 

te rsebu t  d idasar i  keten tuan  dalam  Kesepakatan  Bersama 

Pembiayaan  dimaksud  di  atas  dan  se laku  Pener ima  Fidus ia  

dar i  TERMOHON /  TERLAWAN.

Bahwa  PEMOHON /  PELAWAN mengajukan  bukt i - bukt i  sebaga i  

ber i ku t  :

Kesepakatan  Bersama Pembiayaan  Dengan  Penyerahan  Hak Mi l i k  

Secara  Fidus ia  No.  56101090388  tangga l  26- 08- 2009.  

(Buk t i  P- 1)

Sura t  Perse tu j uan  Pembiayaan  te r t angga l  26- 08- 2009.  (Buk t i  

P- 2)

His to r y  Pembayaran  te r t angga l  31- 01- 2011.  (Buk t i  P- 3)

Sura t  Pernya taan  Bersama te r t angga l  26- 08- 2009.  (Buk t i  P- 4)

Sura t  Kuasa  Menar i k  dan  Menjua l  te r t angga l  26- 08- 2009.  

(Buk t i  P- 5)

Sura t  Kuasa  Pengika tan  Fidus ia  te r t angga l  26- 08- 2009.  

(Buk t i  P- 6)

Ber i t a  Acara  Serah  Ter ima  te r t angga l  26- 08- 2009.  (Buk t i  P-

7)

Formul i r  Penutupan  Asurans i  te r t angga l  26- 08- 2009.  (Buk t i  

P- 8)

Akta  Pengika tan  Fidus ia  No.  259  tangga l  18- 06- 2010.  (Buk t i  

P- 9)

Ser t i f i k a t  Jaminan  Fidus ia  No.  W15512 HT.04.06 .TH.2010 /STD 

tangga l   22- 06- 2010 (Buk t i  P- 10)

Sura t  Per inga tan  te r t angga l  02- 01- 2010.  (Buk t i  P- 11)

Sura t  Penye lesa ian  Hutang  te r t angga l  23- 07- 2010.  (Buk t i  P-

12)

Sura t  Pernya taan  TERMOHON /  TERLAWAN te r t angga l  17  Jun i  

2010 (Buk t i  P- 14)

Bahwa  berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas ,  

Pemohon  mohon  kepada  Pengad i l an  Neger i  Makassar  agar  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t :

PRIMAIR :

Menyatakan  PEMOHON /  PELAWAN adalah  Pelawan  yang  benar  

da lam  melaksanakan  hak - hak  hukumnya  sesua i  dengan  

Hal .  7 dar i  13 hal .  Put .  No.  485 
K/Pdt .Sus /2011
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keten tuan  hukum yang  ber laku .

MEMBATALKAN Putusan  Badan  Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen 

(BPSK)  Makassar  No.  02/Abr t /BPSK/XI I / 2010  te r t angga l  12  

Desember  2010.

Mengadi l i  kembal i  dengan  MENOLAK atau  MEMBATALKAN atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  t i dak  dapat  d i te r ima  semua 

gugatan  dar i  TERMOHON /  TERLAWAN yang  dia j ukan  kepada  

Badan Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Makassar .

Menghukum TERMOHON /  TERLAWAN untuk  membayar  biaya  perkara  

in i .

Apab i l a  Maje l i s  Hak im  pada  Pengad i l an  Neger i  Makassar  

berpendapa t  la i n ,  maka :

SUBSIDAIR :

Dalam  perad i l an  yang  baik ,  mohon  dapat  membuat  putusan  

yang  sead i l - ad i l nya  (ex  aequo et  bono) .

Menimbang,  bahwa te rhadap  kebera tan  te rsebu t  Termohon  

Kebera tan  mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  atas  

da l i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa dengan  in i  saya  menolak  dal i h  maupun dal i l  hukum 

yang  dikemukakan  o leh  pihak  Pemohon/Pe lawan  dahu lu  Termohon  

dalam  s idang  Badan  Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen  Kota  

Makassar ,  ha l  mana dalam s idang  Badan Penye lesa ian  Sengketa  

Konsumen  te lah  di l akukan  sesua i  petun juk  atau  mekanisme  

Undang- Undang  Nomor  :  8  Tahun  1999  ten tang  Per l i ndungan  

Konsumen.

Menginga t  putusan  yang  d ike lua r kan  dan  d ibacakan  oleh  BPSK 

Kota  Makassar  te rbuka  untuk  umum dan  sah  demi  hukum.  

Sehingga  putusan  BPSK te l ah  berdasarkan  pasa l  54  ayat  (3 )  

ya i t u  :  putusan  maje l i s  bers i f a t  f i na l  dan mengika t .

Bahwa pihak  PT.  BI I  Finance  Center ,  se laku  pihak  yang  

dika lahkan  dalam  putusan  BPSK,  yang  sekarang  se laku  

Pemohon/Pe lawan  ada lah  pihak  yang  mengaba ikan  undang- undang  

dan  pera tu ran  hukum yang  ber l aku .  Hal  mana se jak  d i t e r ima  

putusan  oleh  p ihak  PT.  BI I  Finance  Center  te r t angga l  11  

Januar i  2011  (buk t i  tanda  te r ima  putusan  te r l amp i r ) .  Dan 

oleh  Undang- Undang  Nomor  :  8  Tahun  1999  ten tang  

Disclaimer
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per l i ndungan  konsumen,  te l ah  member i kan  amanah/pe tun juk  

untuk  melakukan  kebera tan  atau  upaya  hukum mener ima  putusan  

atau  t i dak  mener ima  putusan  sebaga imana  te l ah  dipe r t egas  

dalam pasa l  56 ayat  (2 )  ya i t u  :  para  pihak  dapat  mengajukan  

kebera tan  kepada  pengad i l an  neger i  pa l i ng  lambat  14  (empat  

be las )  har i  ker j a  sete lah  mener ima  pember i t ahuan  putusan  

te rsebu t .  Sedangkan  dalam  ayat  (3 )  ya i t u  :  Pelaku  usaha  

yang  t i dak  mengajukan  kebera tan  dalam  jangka  waktu  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  d ianggap  mener ima  

putusan  badan penye lesa ian  sengketa  konsumen.

Bahwa menginga t  penga juan  kebera tan  yang  dia j ukan  oleh  

pihak  PT.  BI I  Finance  Center  te r t angga l  04  Pebruar i  2011,  

sementara  putusan  di te r ima  tangga l  11  Januar i  2011,  dan  

yang  seharusnya  dia jukan  kebera tan  pal i ng  lambat  te r t angga l  

31 Januar i  2011.

Maka  oleh  karena  kete r l ambatan  penga juan  kebera tan ,  o leh  

hukum,  d ipandang  dan  dianggap  t i dak  memenuhi  syara t  karena  

te l ah  melewat i  waktu  baik  dar i  undang- undang  per l i ndungan  

konsumen maupun hukum acara  perda ta  yang  ber laku .  Sehingga  

dengan  in i  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat ,  untuk  

mengenyampingkan  perkara  in i  atau  t i dak  mener ima,  demi  

kepent i ngan  hukum bagi  konsumen  se laku  pencar i  kead i l an ,  

seh ingga  dapat  d i j a l ankan  permohonan  eksekus i  

Pemohon/Konsumen te r t angga l  08 Pebruar i  2011 dan menyatakan  

putusan  Badan  Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  

Makassar  te l ah  mempunyai  kekuatan  hukum te tap  dan mengika t .

Bahwa  pada  poin  1  s/d  9  mengenai  krono log i s  adalah  

suatu  dal i l - da l i l  hukum yang  d ibua t  o leh  Pemohon/Pe lawan,  

yang  mengesankan  untuk  t i dak  melaksanakan  putusan  BPSK Kota  

Makassar .  Menginga t  pers idangan  yang  di j a l ankan  o leh  BPSK 

Kota  Makassar  te lah  sesua i  dengan  mekanisme  undang- undang  

yang  ber l aku .  Dan upaya  hukum atau  kebera tan  sesua i  pasa l  

56 Undang- Undang Nomor  :  8 Tahun  1999  ten tang  per l i n dungan  

konsumen  te lah  diaba i kan  oleh  pihak  Pemohon/Pe lawan  dalam 

hal  in i  PT.  BI I  Finance  Center  nant i  sete lah  p ihak  konsumen 

atas  nama  I r .  Muh.  Nats i r  Dacong,  M.Si  mengajukan  

Hal .  9 dar i  13 hal .  Put .  No.  485 
K/Pdt .Sus /2011
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permohonan  penetapan  eksekus i  kepada  Pengadi l an  Neger i  

Makassar  te r t angga l  8  Pebruar i  2011,  dan  p ihak  pengad i l an  

mengeluarkan  amaning /pangg i l an  kepada  pelaku  usaha  untuk  

menja lankan  putusan  BPSK,  baru lah  p ihak  pe laku  usaha  

mengajukan  kebera tan  dengan  reg i s t e r  perkara  Nomor  :  

02/Pd t .G /BPSK/PN.MKS te r t angga l  04  Pebruar i  2011.  Dengan  

in te rpa l  waktu  yang  te lah  dibe r i kan  o leh  undang- undang  

je l as l ah  te l ah  lewat  waktu ,  dan  bera lasan  hukum  kepada  

Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  untuk  t i dak  mener ima  

kebera tan /pe r l awanan  pemohon,  ser ta  menguatkan  putusan  BPSK 

Kota  Makassar  dan  melaksanakan  eksekus i  sesua i  permohonan  

penetapan  eksekus i  pemohon.

Bahwa te rhadap  bantam dan  hukum yang  di j e l a s kan  pada  

poin  1 s/d  3 ser ta  bukt i - bukt i  dar i  angka  1 s/d  13  ada lah  

suatu  alasan  yang  t i dak  ras iona l  ser ta  t i dak  ber landaskan  

hukum  fo rma l  sebab  persyara tan  mengajukan  

bantahan /kebera tan  te lah  lewat  waktu ,  seh ingga  putusan  BPSK 

Kota  Makassar  te lah  mempunyai  kekuatan  hukum te tap .  Dan 

pihak  konsumen  se laku  Termohon/Ter l awan  t i dak  per l u  

mengura ikan  atau  menje laskan  po in - poin  te rsebu t ,  o lehnya  

i t u  dar i  ke je l asan  in i  k i r anya  Maje l i s  Hakim yang  te rho rmat  

untuk  t i dak  mener ima  kebera tan  pemohon  ser ta  menguatkan  

putusan  BPSK Kota  Makassar .

Bahwa  te rhadap  kebera tan  te rsebu t  Pengad i l an  Neger i  

Makassar  te l ah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  Nomor  :  

02/Pd t . BPSK/20 11/PN. MKS, tangga l  24 Maret  2011 ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Ekseps i  :

Menolak  ekseps i  dar i  Termohon ;

Dalam Pokok  Perkara  :

Menyatakan  Pemohon sebaga i  Pemohon yang  benar  ;

Menyatakan  Badan  Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen  Kota  

Makassar  t i dak  berwenang  mengadi l i  perka ra  in i  ;

Menyatakan  Putusan  BPSK No.  02/Abr t /BPSK/XI I / 2010  t i dak  

mempunyai  kekuatan  hukum mengika t  bag i  para  pihak  ;

Menghukum Termohon  untuk  membayar  b iaya  perkara  sebesar  

Disclaimer
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Rp.146.000 , -  (se ra tus  empat  pu luh  enam r i bu  rup iah )  ;

Bahwa  sesudah  putusan  Pengad i l an  Neger i  Makassar  

te rsebu t  d iucapkan  pada  tangga l  24 Maret  2011,  kemudian  

te rhadapnya  o leh  Ter mohon  Kebera tan  dia j ukan  permohonan  

kasas i  secara  l i s an  pada  tangga l  4 Apr i l  2011 sebaga imana  

te rnya ta  dar i  Risa lah  Pernya taan  Permohonan  Kasas i  Nomor  :  

02/ Sr t . Pdt . BPSK/20 11/PN. MKS.  yang  dibua t  o leh  Pani te ra  

Pengad i l an  Neger i  Makassar ,  permohonan  mana  d i i ku t i  o leh  

memor i  kasas i  yang  memuat  alasan- alasan  yang  d i t e r ima  di  

Kepani te raan  Pengad i l an  Neger i  Makassar  pada  tangga l  18 

Apr i l  2011 ;

Bahwa  sete lah  i t u  o leh  Pemohon  Kebera tan  yang  pada  

tangga l  19 Apr i l  2011 te l ah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i  

kasas i  dar i  Ter mohon  Kebera tan  dia jukan  jawaban  memor i  

kasas i  yang  di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Neger i  

Makassar  pada tangga l  3 Mei  2011 ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  alasan- a lasan  yang  d ia j ukan  oleh  

Pemohon Kasas i  /  Ter mohon Kebera tan  da lam memor i  kasas inya  

te rsebu t  pada pokoknya  ia l ah  :

Kebera tan  Kasas i  Per tama.

Bahwa putusan  Judex  Fact i  /  Pengad i l an  Neger i  Makassar  

da lam perkara  a quo,  te lah  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  

in i  t i dak  mempert imbangkan  secara  sempurna  ala t - ala t  bukt i  

oten t i k  Termohon  Kebera tan ,  ha l  mana  Judex  Fact i  hanya  

menghubungkan  bukt i  P- 14 dan P- 15 Pemohon Kebera tan  ten tang  

pember i t ahuan  putusan  BPSK sebaga i  mana putusan  kebera tan  

halaman 18.

Bahwa  bi l amana  Maje l i s  Hak im  memer iksa  dan  menel i t i  

secara  objek t i f  buk t i  T- 2  Termohon  Kebera tan  (buk t i  

te r l amp i r )  ten tang  sura t  pember i t ahuan  putusan  yang  te l ah  

je l as  tangga l  dan  stempel  yang  di l akukan  o leh  Pemohon 
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Kebera tan  sekarang  Termohon Kasas i ,  maka oleh  Undang- Undang 

Per l i ndungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999  Pasal  56  dan  

Keputusan  Menter i  Per indus t r i a n  dan  Perdagangan  Republ i k  

Indones ia  No.  350/MPP/Kep/12 / 2001.  Pasa l  41 te l ah  melampaui  

waktu  Pengajuan  Kebera tan  seh ingga  oleh  Undang- Undang  

putusan  te rsebu t  te lah  di te r ima  oleh  Pemohon  Kebera tan  

sekarang  Termohon  Kasas i  dan  p ihak  Termohon  Kebera tan  

sekarang  Pemohon  Kasas i  berhak  mengajukan  ke  Pengadi l an  

Neger i  Makassar  untuk  penetapan  eksekus i ,  akan  te tap i  pada  

saat  amaning  Pengadi l an  Neger i  Makassar  disampaikan  ke  

pihak  Pemohon  Kebera tan  sekarang  Termohon  Kasas i  baru lah  

dia jukan  kebera tan  yang  tangga l  pember i t ahuan  putusan  o leh  

BPSK  te l ah  di rekayasa  oleh  Pemohon  Kebera tan  sekarang  

Termohon  Kasas i ,  ha l  mana  da lam  bukt i  Pemohon  Kasas i  

mempunyai  tangga l  dan stempeI .

Bahwa Judex  Fact i  te l ah  ke l i r u  menolak  ekseps i  semula  

Ter lawan  Kebera tan  sekarang  Pemohon  Kasas i  karena  ekseps i  

te rsebu t  d ia jukan  bersama  jawaban  dan  mempunyai  ke je l asan  

hukum yang  kongkr i t .

Kebera tan  Kasas i  Kedua.

Bahwa Yudex  Fact i  ke l i r u  mencermat i  ten tang  hubungan  

hukum  Pemohon  Kasas i  dengan  Termohon  Kasas i  yang  te l ah  

te r j ad i  hubungan  di  b idang  pembiayaan .  Halaman  19,  te tap i  

p ihak  Termohon  Kasas i  te lah  ingkar  dar i  per j an j i an  semula ,  

sebab  pihak  Pemohon  Kasas i  pada  bulan  Agustus  2010  

ber i t i k ad  baik  untuk  menyelesa i kan  kete r l ambatan  pembayaran  

se l ama 5  bul an  sebesar  Rp.  54.000 .000 , -  ( l ima  puluh  empat  

ju ta  rup iah )  te tap i  o leh  Termohon  Kasas i  meminta  pe lunasan  

se lu ruhnya  (bayar  lunas ) ,  maka je l as  Termohon  Kasas i  te l ah 

melanggar  Undang- Undang  No.  42  Tahun  1999  ten tang  Jaminan  

Fidus ia ,  menginga t  yang  dipe r j an j i k an  se lama 35 bu l an.

Bahwa  Judex  Fact i  te lah  ke l i r u  menafs i r kan  Undang-

Undang,  ha l  mana deb i t u r  atau  konsumen  t i dak  ser ta  merta  

da lam per jan j i a n  te r i k a t  penuh  tanpa  mempert imbangkan  rasa  

kead i l an  yang  merug ikan  kepent i ngan  hak  debi t u r  atau  

konsu men.
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  Pemohon  Kasas i  berhak  memi l i h  perad i l an ,  

sebaga imana  da lam  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999,  ten tang  

per l i ndungan  konsumen  pasa l  45  ayat  (1 )  "Set i ap  konsumen 

yang  di rug i kan  dapat  menggugat  pe laku  usaha  mela lu i  lembaga  

yang  ber tugas  menyelesa i kan  sengketa  anta ra  konsumen  dan  

pelaku  usaha  atau  mela lu i  perad i l an  yang  berada  di  

l i ngkungan  perad i l an  umum".  Maka  Pemohon  Kasas i  mengajukan  

pengaduannya  mela lu i  BPSK  kota  Makassar  te l ah  sesua i  

prosedur  Undang- Undang  yang  ber l aku,  seh ingga  Pemohon 

Kasas i  melakukan  penga juan  kebera tan  adalah  sengketa  

konsumen.

Bahwa  BPSK kota  Makassar  te rben tuk  atas  keputusan  

Pres iden  Republ i k  Indones ia  No.  90  Tahun  2001,  ten tang  

pembentukan  Badan  Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  

sesua i  amanat  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  ten tang  

per l i ndungan  konsumen  pasa l  49  ayat  (1 )  "Pemer in tah  

membentuk  badan  penye lesa ian  sengketa  konsumen  d i  daerah  

t i ngka t  I I  untuk  menyelesa i kan  sengketa  konsumen  di  lua r  

pengad i l an" .  Maka  putusan  BPSK  Kota  Makassar  No.  

02/Abr t / BPSK/ XI I / 2010  ada lah  sah  dan  mempunyai  kekuatan  

hukum mengika t .

Kebera tan  Kasas i  Ket iga .

Bahwa  Judex  Fact i  te lah  ke l i r u  menerapkan  pasa l  8 

Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  d ihubungkan  dengan  pasa l  17 

huru f  b  keputusan  Menter i  Per indus t r i a n  dan  Perdagangan  

Republ i k  Indones ia  No.  350/MPP/Kep/12 /2001 .  Tentang  tugas  

dan wewenang BPSK halaman 20.

Hal  mana dalam Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  ten tang  

per l i ndungan  konsumen  pasa l  52  tugas  dan  wewenang  Badan  

Penye lesa ian  Sengketa  Konsumen  ser ta  ka i t an  keputusan  

Menter i  Per indus t r i a n  dan  Perdagangan  Republ i k  Indones ia  

No.  350/MPP/Kep/12 /2001 ,  ten tang  tugas  dan  wewenang  BPSK 

pasa l  16  bahwa  BPSK rnempunya i  kewenangan  penye lesa ian  

di l ua r  pengad i l an  mela lu i  konsu l i a s i ,  medias i ,  arb i t r a se  

seh ingga  BPSK dalam  pengambi l an  keputusan  te l ah  sesua i  

atu ran  yang  ber l aku  ser ta  sengketa  yang  dia j ukan  oleh  

Hal .  13 dar i  13 hal .  Put .  No.  485 
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Pemohon Kasas i  ada lah  sengketa  konsumen.

Kebera tan  Kasas i  Keempat .

Bahwa  Judex  Fact i  te lah  ke l i r u  da lam  mencermat i  BPSK 

Kota  Makassar  t i dak  berwenang  mengadi l i  perka ra  Pemohon dan 

Termohon  seh ingga  putusan  yang  dike lua rkan  oleh  BPSK t i dak  

mempunyai  kekuatan  mengika t  kedua  belah  pihak .  ha laman 21.

Bahwa  te l ah  dipe r t egas  dalam  Undang- Undang,  BPSK 

berwenang  mengadi l i  perkara  sengketa  konsumen bi l amana  yang  

mengajukan  ada lah  konsumen akh i r  seh ingga  apa yang  dia j ukan  

oleh  Pemohon  Kasas i  sesua i  pasa l  52  Undang- Undang  No.  8 

Tahun  1999  ten tang  Per l i ndungan  Konsumen maupun  Keputusan  

Menter i  Per indus t r i a n  dan  Perdagangan  Republ i k  Indones ia  

No.  350/MPP/Kep/12 /2001 ,  pasa l  16  te lah  memenuhi  syara t  

untuk  BPSK  Kota  Makassar  mengadi l i  perka ra  sengketa  

konsumen.

Bahwa  Judex  Fact i  t i dak  mempunyai  a lasan  hukum yang  

tepa t ,  untuk  mener i ma  kebera tan  menginga t  persyara tan  

pembata lan  putusan  arb i t r a se  dalam  pasa l  70  Undang- Undang  

No.  30  Tahun  1999  ten tang  arb i t r a se  dan  a l t e rn at i f  

penye lesa i an  sengketa  ser ta  Perma  No.  1  Tahun  2006  ya i t u  

apab i l a  :

Sura t  atau  dokumen yang  dia j ukan  dalam pemer iksaan  sete lah  

putusan  di j a t uhkan  diaku i  atau  dinya takan  pa l su.

Sete lah  putusan  arb i t r a se  BPSK di j a t uhkan  di temukan  dokumen 

yang  bers i f a t  menentukan  yang  disembuny ikan  oleh  p ihak  

lawan.

Putusan  yang  diambi l  dar i  has i l  t i pu  musl i ha t  yang  

di l akukan  oleh  sa lah  satu  pihak  dalam  pemer iksaan  

sengketa .

Maka  je l as  putusan  Judex  Fact i  t i dak  berkesesua ian  

hukum  dan  ser ta  apa  yang  di l akukan  oleh  konsumen 

berdasarkan  pasa l  45  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  8  Tahun  

1999 ten tang  per l i ndungan  konsumen te lah  memenuhi  syara t .

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  kasas i  

te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapa t  :

bahwa a lasan - a lasan  kebe ra tan  kasas i  I  sampa i  dengan 
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IV  t i dak  dapa t  d ibena rkan ,  Judex  Fac t i  t i dak  sa lah  

mene rapkan hukum,  o leh  ka rena  hubungan an ta ra  p ihak  ada lah  

pe r j an j i an  hu tang  p iu tang  yang  merupakan  wewenang  da r i  

Pengad i l an Nege r i .

Men imbang ,  bahwa  be rdasa rkan  pe r t imbangan  d i  a tas ,  

l ag i  pu la  t e rnya ta  bahwa pu tusan Judex  Fac t i  da lam pe rka ra  

i n i  t i dak  be r t en tangan dengan hukum dan /a tau undang - undang ,  

maka pe rmohonan kasas i  yang d ia j ukan o leh  Pemohon Kasas i  :  

I r .  MUH.  NATS IR DACONG,  M.S i ,  t e r sebu t  ha rus d i t o l ak  ;

Menimbang,  oleh  karena  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon 

Kasas i  d i t o l a k ,  maka Pemohon Kasas i  d ihukum untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  ;   

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  Nomor  8 

Tahun  1999,  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  Undang-

Undang Nomor  14 Tahun  1985  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 2004 dan perubahan  kedua  dengan  

Undang- Undang Nomor  3 Tahun 2009 ser ta  pera tu ran  perundang-

undangan  la i n  yang bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I  :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon  Kasas i  :  I r .  

MUH. NATSIR DACONG, M.Si ,  te rsebu t  ;

Menghukum Pemohon Kasas i  untuk  membayar  biaya  perkara  

dalam t i ngka t  kasas i  in i  sebesar  Rp.  500.000 , -  ( l ima  ra tus  

r i bu  rup iah )  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung pada har i  Rabu,  tanggal  19 Oktober  2011  o leh  

H.  Muhammad Tauf ik ,  SH.MH.  Hakim Agung yang  di te t apkan  oleh  

Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  H.  Mahdi  

Soroinda  Nasut ion ,  SH. MH dan Soltoni  Mohdal i ,  SH. MH.  Hakim-

Hakim  Agung   sebaga i   Anggota ,   dan   d iucapkan  dalam 

s idang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  i tu  juga  o leh  Ketua  Maje l i s  

dengan  dihad i r i  o leh  Hakim- Hakim Anggota  te rsebu t  dan Retno 
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Kusrin i ,  SH.MH.  Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  dihad i r i  

o leh  para  pihak  ;

Hakim- Hakim Anggota Ketua  

t t d / .  H.  Mahdi  Soro inda  Nasut i on ,  SH. MH       t t d / .  H.  

Muhammad Tauf i k ,  SH.MH

t td / .  Sol ton i  Mohdal i ,  SH. MH

Biaya  Kasasi  : Pani te ra  

Penggant i  :

1.  Metera i Rp. 6.000 , -      t t d / .  Retno  

Kusr in i ,  SH.MH

2.  Redaks i Rp. 5.000 , -

3.  Admin is t r a s i  kasas i Rp.  489.000 , -

Jumlah Rp.  500.000 , -

Untuk  Sal i nan  :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas  nama Pani te ra

Pani te ra  Muda Perdata  Khusus .

RAHMI MULYATI,  SH.MH

NIP :  19591207  198512  2 002
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